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GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR7 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang: a. bahwa dalam menyelenggarakan urusan bidang Kesehatan

sebagai salah satu urusan pemerintahan daerahyang bersifat

wajib, dibutuhkanorganisasi perang.kat daerah yang disusun

dengan memperhatikan aspekkoordinasi, integrasi, sinkronisasi

dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara'

pemerintah pusat dan da~rah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu

dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),

sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003

tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah,

maka organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah

Provinsi Gorontalo hams disesuaikan dengan peraturan

perund"ng-undangan dimaksud: .J



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

(Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2009 Nomor

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara RepublikJ



tentang

Republik

Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerjntah Nomor 41 Tahun 2007

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Negara

Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PERIXI/2006

tentang Pedoman Organisasi Rumah Sl;ikit di Lingkungan.

Departemen Kesehatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN

ORGAN1SASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAS I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat

disebut .DPRD adalah lembaga perwakifan rakyat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu Kepala Daerah

dalam penyelenggaraan pernerintahan daerah yang terdiri dari

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Oinas Daerah dan

Lernbaga Teknis Daerah, Kecarnatan dan Kelurahan.

5. Kepala Oaerah adalah GubernurGorontalo.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi

Gorontalo.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang

dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersarna Kepala

Daerahdanmengikat secara umum.

8. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan

Gubernur adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang

bersifat mengatur dan mengikat secara urnum.

9. Keputusan Kepala Daerah atau disebut dengan Keputusan

Gubernur adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah yang bersifat penetapan.
10. Rumah Sakit Umum Oaerah dr. Hasri Ainun Habibie Propinsi

Gorontalo yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah

sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan

kesehatan perorangan secara paripurna yang rnenyediakan

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang

dikategorikan ke dalarn rumah sakit urnurn daerah.

11. Dinas adalah Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo

12. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi

Gorontalo.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
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BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB III

. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Rumah Sakit adalah lembaga teknis daerah yang merupakan

unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang

Direktur yang berada di .bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Rumah Sakit mempunyai tugas:

a. Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok membantu

Gubemur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

pelayanan kesehatan.

b. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan

berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan.

pemulihan yang dilakukan secara serasi. terpadu dengan

upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan

upaya rujukan; dan

c. melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar

pelayanan rumah sakit.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi:

a. pelayanan medis;

b. pelayanan penunjang medis dan non medis;

c. pelayanan dan asuhan perawatan;

d. pelayanan rujukan;

e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;

f. penelitian dan pengembangan;

g. pelay.anan administrasi umum dan keuangan; dan



h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Pasal 6

(1) Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.

(2) Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BABIV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Humah SaKit :terdir'i ,dart

a. Direktur;

b. Sub Bagian Tala Usaha;

c. Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;

d. Kepala Seksi Keperawatan;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organis.asi Rumah Sakit adalahsebagaimana

tercantum pada tampiran Peraturam 'Daerah ,inL

BABV

BlOANS TUGAS UNSUR ORGAN1SAS:1

DIREKTUR
Pasa'i :8

(1) Direktur Rumah Sakit mempunyai tugas pokok memimpin

pelaksanaan tugas membantu Gubemur dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan.

(2) Penjabaran tugas pokok Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja

dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. memberi saran, pendapat dan pertimbangankepada atasan;

d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Rumah

Sakit Umum Daerah;
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e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan

kepada bawahan;

f. menyelenggarakan pelayanan medis;

g. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non

medis;

h. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;

1. menyelenggarakan pelayanan rujukan;

j. rnenyelenggarakan admistrasi umum dan keuangan;

k. merumuskan konsep kebijakan Gubemur di bidang upaya

kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan upaya

penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang

dilaksanakan secara serasi dan terpadudengan upaya

peningkatan ( promotif ) dan pencegahan (preventif);

1. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Rumah Sakit Umum

Daerah;

m. rnembina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya .

.sUB BAG1A'N TATA :U:SAHA

Pasal9

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan

kepegawaian, keuangan, perencanaan, pelaporan dan Rekam

Medik;

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok

memimpin pelaksanaan urusan rumah tangga, kepegawaian,

keuangan, perencanaandan pelaporan;

(3) mengoordinasikan penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis

Rumah Sakit Umum Daerah ;

(4) menyusun rencana, program kerja,kegiatan, laporan kinerja dan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

(5) mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada

bawahan;

(6) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas

ketatausahaan danmengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi;

(7) memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;

(8) mengelola adminslrasi dan pembinaan pegawai;
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(9) mengelola keuangan yang meliputi menyiapkan bahan rencana

anggaran belanja kantor, pembukuan anggaran, verifikasi serta

perbendaharaan;

(10) mengelola administrasi surat menyurat, penggandaan,

pengarsipan,perawatan dan perbekalan rumah tangga kantor;

(11) melakukan monitoring dan evaluasi kine~a .ketatausahaan;

(12) melaksanakan tugaslain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya.

SEKSI PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK

Pasal to

(1) Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai tugas

pokok mengoordinasikansemua kebutuhan pelayanan medis,

pelayanan Penunjang Medis, etika dan mutu pelayanan, serta

kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan,

melakukan pemantauan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan

medis, pengawasan dan pengendalian penerimaan serta

pemulangan pasien.

(2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

pelayanan medik dan Penunjang Medik;

(3) menyusun rencana, program ke~a, kegiatan, Isporan kinerja dan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

(4) memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;

(5) melaksanakan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan

pelayanan medis;
(6) mengawasi dan mengendalikan penerimaan pasien pada semua

instalasi yang langsung menangani pasien;

(7) mengawasi dan mengendalikan pemulangan pasien untuk

menghindari adanya kasus pulang paksa

(8) melaksanakan koordinasi atas semua kebutuhan pelayanan

medis;
(9) mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada

bawahan;

(lO) melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pelayanan

Medik dan Penunjang Medik;

(11)meJaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang lugasnya



SEKSI KEPERAWATAN

Pasal11

(1) Kepala Seksi Keperawatan mempunyai tugas mengatur dan

mengendalikan kegiatan perawatan dalam rangka pelaksanaan

tugas keperawatan;

(2) Mengatur dan mengendalikan jalannya organisasi dan

administrasi bidang keperawatan;

(3) Merencanakan, menyusun dan menetapkanketentuan-ketentuan

pelayanan perawatan sesuai dengan kebijaksanaan Direktur

Rumah Sakit;
(4) Memberikan bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada tenaga

perawat demi terpeliharanya mutu pelayan perawatan;

(5) Mengadakan ke~asama dan memelihara hubungan baik dengan

semua komponen Rumah Sakit;

(6) Memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan tenaga perawatan

demi terciptanya semangat prestasi ke~a yang baik;

(7) Membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan dan hasH

kegiatan pelayanan perawatan serta usaha perbaikan

peningkatan mutu pelayanan perawatan untuk disampaikan

kepada Direktur Rumah Sakit;

(8) Memberikan bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada tenaga

perawatan demi memelihara mutu pelayanan perawatan untuk

dapat terlaksananya perawatan paripuma ditiap-tiap unit

perawatan;

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

P,asa112

(l) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

keahliannya.
(2) Kelompok Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat

(1) dipimpin oleh seorang koordinator mempunyai tugas pokok
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melaksanakan kegiatan fungsional di bidang masing-masing

sesuai dengan keahliannya.
(3) Kelompok Tenaga Fungsional da"lam melaksanakan tugasnya

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk

oleh Kepala
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut dalam ayat (1) dan

(3) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional membawahi Instalasi yang

merupakan fasilitas penyelenggaraan medis dan

keperawatan.pelayanan penunjang medis. kegiatan sarana

Rumah Sakit.

(6) Instalasi - instalasi yang tersebut dalam ayat (5) adalah sebagai

berikut:

a. Instalasi Rawat Jalan;

Q.lnstalasi Rawat Inap;

c. Instalasi Rawat Darurat;

d. Instalasi Radiologi;

e. Instalasi Farmasi;

f. Jn~talasiGizi;

g. Instalasi Laboratorium;

h. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;

(7) Penyelenggaraan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan oleh Direktur

yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku.

BABVI

TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam pelaksanaaan teknis kesehatan Rumah Sakit

mempunyai hubungan koordinatif. koperatif. dan fungsional

dengan Dinas Kesehatan.
(2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit

mempunyai hubungan jaringan dengan Humah Sakit lainnya.



Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi

dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam Iingkungan

masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan

Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah

Daercihsesuai dengan tugas masing- masing.

(2) $etiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi

bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan

memberikan bimbingan serta petunjuk•.petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 15

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan

mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan

masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada

waktunya.
(2) Setiap Japoran yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi

dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk kepada bawahan,
(3) Dalam menyampaikanlaporan mas.ing-masing kepada atasan,

tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan

organisasI .Iain yang secara fungsional mempunyai hubungan

kerja.
(4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi

dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka

pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib

mengadakan rapat berkala.
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BAB VII

KEPEGAWAJAN

Pasal 16

(1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon III b

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural

eseJonIVb

BAB VJJJ

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini

sepanjang mengenal pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan

Gubernur.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaJdiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Provinsi GorontaJo.

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal2 3 Soptcr::bo:r2013

SEKRET7iz:
Prof. Dr. Ir. H'. WI :4RNIMONOARFA MS

PE INAUTAMA
NIP 196211211985032001

LEMBARANDAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 07
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI GORONTALO

NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
. DAERAH PROVINSI GORONTALO

I. UMUM
Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, menunjukkan adanya dinamika baru dalam

pembentukan organisasi perangkat daerah yang benar-benar sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan daerah yang mampu melaksanakan tugas pokok

dan funsinya dengan efesien, efektif dan rasional, senantiasa

mengedepankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta

komunikasi diantara lembaga sesama perangkat daerah maupun dengan

pihak-pihak terkait lainnya, sehingga dengan upaya ini organisasi perangkat

daerah yang terbentuk tidak terlalu besar dan tidak terlampau lebar

pembidangannya. Selain itu dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi

pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang

baik (good governance) akan tercipta organisasi perangkat daerah yang

lebih efesien dengan memberi ruang partisipasi masyarakat yang lebih

besar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.
Sebagai wujud dari implementasi penyelenggaraan urusan dibidang

Kesehatan yang sejalan pula dengan realitas kebutuhan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu membentuk organisasi

perangkat yang berkenaan dengan urusan dimaksud dan mengacu pada
besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah sebagaimana diatur

dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Penataan

organisasi perangkat daerah yang handal dengan didukung oleh sumber

daya manusia yang berkualitas serta penerapan manajemen yang baik

dalam menjalankan organisasi.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka

Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Gorontalo membentuk Peraturan Daerah tentang pembentukan

organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah Provinsi Gorontalo



II. PASAL OEMI PASAL

Pasal 1

Cukup" jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Pertanggungjawaban Oirektur Rumah Sakit kepada Kepala Oaerah

melalui Sekretaris Oaerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian "melalui" bukan berarti Oirektur merupakan bawahan

langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Direktur Rumah Sakit

berada langsung di bawah Kepala Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis

dinas adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis secara

langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan

teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung

pelaksanaan tugas organisasinya induknya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas
~l

Passl 12 " ..



Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cuk~p jelas

Pasal18' ~.

Cukup jelas
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